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ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Diplomatic Settlement terkait Warga Negara Tiongkok
dalam Peryalahgunaen Visa Kunjyngan. Skripsi ini- diletarbelakangi dari
banyaknya kasus terkait dengan warga negara Tiongkok yang melakukan
penyalahgunaan visa kunjungan di Indonesia. Dalam skripsi ini membahas
masalah bagaimana upaya penyelesaian masalah secara diplomatik terkait
dengan. penyalahgunaan visa kunjungan.cleh warga negara Tiongkok. Penelitian
yang dilaksanakan dengan metode penelitian hukum normative, yaitu metode
yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Jenis data yang
digunakan dalam penelitian ini berupa data primer, yaitu Undang-Undang Dasar
1945, Konvensi Wina 1961, Konvensi Wina 1963, dan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Keimigrasian, dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
Bahan data sekunder berupa bahan hukum yang berguna memberikan penjelasan
mengenai. bahan hulkum primer seperti bukusbuky, literature, jurnal, dan lain<
lain, serta bahan hukum tersier yang sangat membantu seperti website-website
resmi, kamus, dan ensiklopedia. Pembahasan pada skripsi ini adalah analisis
dasar pelaksanaan Penyelesaian masalah penyalahgunaan visa kunjungan secara
Diplomatic terkait dengan Warga Negara Tiongkok dalam Konvensi Wina 1961
dan Konvensi Wina 1963.

Kata Kunci : Diplomatik, Tmigrasi, Visa, Kedutaan, Warga Negara
Tiongkok.

bing Utama Pembimbing Pembantu,




BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan diplomatic telah membawa perubahan dalam praktik hubungan
internasional. Diplomatic merupakan istilah perkataan dari diplomasi. Diploma
sendiri berasal dari bahasa Latin dan Yunani yang dapat diartikan sebagai surat
kepercayaan.?

Diplomasi merupakan seni sekaligus praktik berkompromi oleh diplomat yang
mewakili suatu negara atau organisasi. Kata diplomasi biasanya diartikan sebagai
suatu cara komunikasi yang dapat dilakukan antara berbagai pihak termasuk di
dalamnya negoisasi antara wakil-wakil yang telah diakui.

Dalam hubungan internasional antar negara sering juga terjadi perbedaan
pandangan, yang secara hukum dikenal dengan sengketa. Sengketa antar negara ini
dapat berupa sengketa hukum maupun sengketa politik. Sengketa hukum adalah
perbedaan pendapat tentang isi hukum positif, sedangkan sengketa politik
memperlihatkan perbedaan pandangan tentang bagaimana suatu kepentingan dari

suatu negara dapat atau harus diselamatkan.?

1 Syahmin Ak, Hukum Diplomatik dalam Kerangka Study Analisis, (Jakarta: PT.
RajaGrafindo Persada, 2008), him 3.

2 Usmawadi - Syahmin Ak, Hukum Penyelesaian Sengketa, (Palembang:Unsri Press 2012),
him 1.



Penyelesaian sengketa internasional dalam prakteknya dapat dilakukan
melalui dua cara, yaitu; cara-cara damai, dan cara-cara kekerasan. Penyelesaian
sengketa melalui cara-cara damai terbagi dua, yaitu penyelesaian secara
politik/diplomatic dan secara hukum.

Prinsip-prinsip penyelesaian sengketa secara damai termuat dalam Deklarasi
Mengenai Hubungan Bersahabat dan Kerjasama Antar Negara tanggal 24 Oktober
1970 serta Deklrasi Manila mengenai Penyelesaian Sengketa Internasional Secara
Damai.® Deklarasi Mengenai Hubungan Bersahabat dan Kerjasama Antar Negara
menghasilkan 7 (tujuh) prinsip yang harus diperhatikan dan ditaati oleh pihak-pihak
bersengketa dalam menyelesaikan sengketa mereka, yaitu®:

1. Prinsip bahwa negara tidak menggunakan kekerasan yang bersifat mengancam
integritas territorial atau kebebasan politik suatu negara, atau menggunakan
cara-cara lainnya yang tidak sesuai dengan tujuan-tujuan PBB;

2. Prinsip non-intervensi dalam urusan dalam negeri dan luar negeri suatu negara;

3. Prinsip persamaan hak dan menentukan nasib sendiri bagi setiap bangsa;

4. Prinsip persamaan kedaulatan negara;

5. Prinsip hukum internasional mengenai kemerdekaan, kedaulatan, dan integritas
territorial suatu negara;

6. Prinsip itikad baik dalam hubungan internasional;

7. Prinsip keadilan dan hukum internasional.

% Ibid, him 3.
4 1bid, him 4.



Kemudian dalam Deklarasi Manila 1982, terdapat hal-hal khusus yang
ditetapkan, yakni®:

1. Negara-negara harus tetap mengingat bahwa negoisasi-negoisasi langsung
merupakan suatu cara yang fleksibel dan efektif untuk menyelesaikan sengketa-
sengketa secara damai dan apabila memilih untuk melakukan negoisasi-
negoisasi langsung, maka mereka harus bernegoisasi sepenuh hati;

2. Negara-negara diingatkan untuk mempertimbangkan penggunaan lebih besar
kapasitas pencarian fakta dari Dewan Keamanan sesuai dengan Piagam PBB;

3. Penyerahan kepada penyelesaian yudisial atas sengketa-sengketa hukum
terutama dengan cara menyerahkan kepada Mahkamah Internasioanl, tidak
boleh dianggap sebagai suatu tindakan tidak bersahabat diantara Negara-negara;

4. Sekretaris Jendral PBB harus menggunakan sepenuhnya ketentuan-ketentuan
Piagam mengenai tanggung jawab khusus, misalnya meminta perhatian Dewan
Keamanan atas setiap masalah yang menurut pendapatnya dapat mengancam
pemeliharaan internasional.

Penyelesaian sengketa melalui cara-cara damai terdiri dari negoisasi, jasa
baik, mediasi, arbitrase, dan penyelesaian menurut hukum. Penyelesaian melalui
cara-cara damai terbagi menjadi 2 (dua) kelompok. Negoisasi, jasa baik, dan mediasi
serta konsiliasi masuk dalam penyelesaian diplomatik, karena sengketa yang

diselesaikan dengan ketiga mekanisme ini berupa sengketa ‘politik’. Sedangkan

% Ibid.



untuk arbitrase dan penyelesaian menurut hukum didasarkan pada hukum
internasional.

Pesatnya perkembangan teknologi komunikasi, informasi, dan edukasi
sekarang ini, menuntut untuk semakin intensifnya interaksi antar negara dan antar
bangsa di dunia. Kemampuan manusia berpindah dari suatu tempat ketempat lain
dengan jarak yang jauh harus membutuhkan dokumen-dokumen penting yang
diperlukan seseorang sebagai akses keluar maupun masuk dari suatu negara. Salah
satu diantara dokumen-dokumen tersebut adalah Visa.

Visa adalah tanda bukti ‘boleh berkunjung’ yang diberikan pada penduduk
suatu negara jika memasuki wilayah negara lain yang mempersyaratkan adanya izin
masuk. Visa merupakan dokumen izin masuk seseorang ke suatu negara yang biasa
diperoleh di kedutaan dimana negara tersebut mempunyai Konsulat Jenderal atau
kedutaan asing.® Pada Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang
Keimigrasian Visa terdiri atas:’

a) Visa diplomatic
b) Visa dinas
¢) Visa kunjungan
d) Visatinggal terbatas
Pada tahun 2016 Pemerintah mengeluarkan Kkebijakan baru dengan

memberikan bebas visa kunjungan kepada 169 negara melalui Peraturan Presiden

® Anonim, Visa, dalam www.wikipedia.org, diakses pada hari Selasa tgl 7 Februari 2017
pukul 16.03 WIB.
7 Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.



http://www.wikipedia.org/

Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan®. Kebijakan pembebasan visa
kunjungan ini memiliki tujuan untuk meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara
ke Indonesia®. Setiap kebijakan pasti memiliki dampak positif dan negatif, tetapi
diharapkan seharusnya dampak negatif dapat diminimalisir.

Berdasarkan data, warga negara asing asal Tiongkok menempati urutan
pertama yang melakukan pelanggaran kebijakan bebas visa kunjungan ini.'° Sebelum
adanya kebijakan bebas visa pada tahun 2016, pada tahun 2015 jumlah wisatawan
mancanegara yang masuk mencapai 10.406.759 yang didominasi oleh wisatawan
mancanegara dari Singapura yang kemudian diikuti oleh Malaysia, dan Tiongkok.!!
Pada tahun 2016, setelah berlakunya kebijakan bebas visa ini Kementrian Pariwisata
Indonesia mencatat sepanjang bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun
2016 kedatangan wisatawan mancanegara mencapai 12.023.971 yang di dominasi
oleh warga Negara Tiongkok yang berjumlah 1.452.971.' Ditahun awal
pemberlakuan kebijakan bebas visa berdampak baik karena meningkatnya kunjungan
wisawatawan mancanegara hingga 15,54%, tetapi banyak juga dampak negatif yang

timbul karena kebijakan ini. ** Beberapa bulan belakangan sering sekali mendengar

8 Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2006 tentang Bebas Visa Kunjungan.

® Anonim, Bebas Visa Kunjungan, dalam http://www.imigrasi.go.id, diakses pada hari Rabu
tanggal 22 Januari 2017 pukul 09.25 WIB.

10 Anonim, Ada dampak Negatif, Perpres Bebas Visa Kunjungan perlu Dievaluasi, dalam
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lIt58590b2f0e127/ada-dampak-negatif--perpres-bebas-visa-
kunjungan-perlu-dievaluasi, diakses pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 pukul 22.41 WIB.

11 Ditjen Imigrasi dan BPS, Data Kunjungan Wisatawan Mancanegara Bulanan Tahun
2015. http://www.kemenpar.go.id, diakses pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2017 pukul 10.00 WIB.

12 Ditjen Imigrasi dan BPS. Data Kunjungan Wisatawan Mancanegara Bulanan Tahun
2016. http://www.kemenpar.go.id, diakses pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2017 pukul 10.05 WIB.

13 1bid.



http://www.imigrasi.go.id/index.php/layanan-publik/bebas-visa-kunjungan#umum
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58590b2f0e127/ada-dampak-negatif--perpres-bebas-visa-kunjungan-perlu-dievaluasi,%20diakses
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58590b2f0e127/ada-dampak-negatif--perpres-bebas-visa-kunjungan-perlu-dievaluasi,%20diakses
http://www.kemenpar.go.id/
http://www.kemenpar.go.id/

berita tentang warga negara asing yang melakukan penyalahgunaan izin tinggal di
Indonesia, terutama yang menggunakan visa wisata tetapi di gunakan untuk bekerja.
Selain penyalahgunaan visa itu merupakan perbuatan izin tinggal yang illegal,
serbuan warga negara asing yang bekerja di Indonesia dapat berpengaruh buruk bagi
warga negara Indonesia sendiri, terutama dalam tingkat pengangguran warga negara
Indonesia.

Kantor Imigrasi Kelas 1l Bogor, Jawa Barat menangkap 31 warga negara
Tiongkok di sebuah rumah mewah di Kota Bogor. Penggerebekan yang dilakukan
petugas imigrasi kelas Il Bogor bersama dengan Badan Reserse Kriminal Polri.
Puluhan warga negara asal Tiongkok itu datang ke Indonesia secara bertahap, mereka
masuk ke Indonesia pada Mei-Juni 2016 dengan menggunakan visa wisata. Visa
kunjungan itu hanya berlaku 30 hari, tetapi dari hasil investigasi sebagian besar telah
tinggal lebih dari 30 hari. Saat dilakukan pemeriksaan dokumen, mereka tidak bisa
menunjukkan paspor, alasan mereka paspor diambil salah seorang rekan saat tiba di
Indonesia. Petugas mendalami kasus ini, termasuk orang yang diiduga membawa
WNA illegal ke Bogor.

Dikasus lain, petugas Kantor Imigrasi Kelas 111 Bekasi menciduk sembilan (9)
orang warga negara asing asal Tiongkok. Sembilan warga negara ini berinisial ZW,
SJ, YL, LP, YS, ZD, YG, XW, dan SH ditangkap di sebuah pabrik di kawasan

industry MM2100 Cibitung, Bekasi. Ketika petugas menanyakan perihal dokumen

14 Mulvi Muhammad Noor, WNA llegal di Bogor Salahgunakan Visa Wisata, dalam
http://jabar.metrotvnews.com/peristiwa/nbwdDgxk-wna-ilegal-di-bogor-salahgunakan-visa-wisata,
diakese pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2017 pukul 17.16 WIB.



http://jabar.metrotvnews.com/peristiwa/nbwdDgxk-wna-ilegal-di-bogor-salahgunakan-visa-wisata

perjalanan kesembilan warga negara Tiongkok tersebut, mereka tidak dapat
menunjukkannya. Petugas imigrasi menduga, kesembilan orang berkewarganegaraan
Tiongkok tersebut melakukan penyalahgunaan izin tingkal yang sebenarnya tidak
boleh digunakan untuk mencari pekerjaan. Diketahui bahwa Sembilan WNA ini telah
bekerja di pabrik tersebut sebagai teknisi selama kurang lebih sebulan.®

Sepanjang 2016, Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM
telah mendeportasi terhadap 7.787 warga negara asing. Warga negara asing yang
mendominasi adalah warga negara asing asal Tiongkok. Selain Tindakan
Administrasi Keimigrasian berupa deportasi, Ditjen Imigrasi juga menerapkan denda
bagi pelanggar imigrasi.'®

Banyaknya kasus yang terjadi dalam penyalahgunaan visa kunjungan yang
dilakukan oleh warga negaranya, Tiongkok melihat bahwa ini merupakan suatu
permasalahan yang serius. Mengingat bahwa hubungan antara Indonesia dan
Tiongkok berkembang sangat baik sejak dahulu hingga sekarang. Hubungan itu dari
berbagai sector, seperti perdagangan dan ekonomi, kebudayaan, pendidikan, dan lain
sebagainya.l” Para pemimpin kedua negara juga terus mempertahankan pertukaran

kunjungan dan kontak.

> Yudha Manggala P Putra, Imigrasi Bekasi Ciduk Sembilan WNA, dalam
http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/16/03/11/03vhkz284-imigrasi-
bekasi-ciduk-sembilan-wna, diakses pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2017 pukul 17.26 WIB.

16 Anonim, Sepanjang 2016 Warga Negara China Dominasi WNA di Deportasi, dalam
https://portalnewscnn.blogspot.co.id/2017/01/sepanjang-2016-warga-negara-china.html, diakses pada
hari Jumat tanggal 26 Mei 2017 pukul 17.38 WIB.

17 Anonim, Hubungan Indonesia dan Tiongkok, dalam www.wikipedia.com, diakses pada
hari Kamis tanggal 25 Mei 2018 pukul 20.01 WIB.



http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/16/03/11/o3vhkz284-imigrasi-bekasi-ciduk-sembilan-wna
http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/16/03/11/o3vhkz284-imigrasi-bekasi-ciduk-sembilan-wna
https://portalnewscnn.blogspot.co.id/2017/01/sepanjang-2016-warga-negara-china.html
http://www.wikipedia.com/

Bertitik tolak dari uraian-uraian diatas, penulis melihat bahwa penyelesaian
secara diplomatic sangat di perlukan dalam kasus penyalahgunaan visa kunjungan
warga negara asing (Tiongkok) ini. Mengingat negara Indonesia dan Tiongkok
merupakan dua negara yang bersahabat baik sejak lama. Karena hal-hal tersebutlah
penulis merasa tertarik untuk membahas dan meneliti dengan mengambil judul
“DIPLOMATIC SETTLEMENT TERKAIT WARGA NEGARA TIONGKOK

DALAM PENYALAHGUNAAN VISA KUNJUNGAN”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan
dalam penulisan skripsi ini, yaitu;

Bagaimana upaya penyelesaian masalah terkait penyalahgunaan visa

kunjungan oleh warga negara Tiongkok melalui mekanisme diplomatik?

C. Tujuan penelitian
Tujuan penulisan skripsi ini bermaksud untuk mengetahui upaya apa yang
dapat dilakukan melalui penyelesaian diplomatik terkait masalah penyalahgunaan

visa kunjungan oleh warga negara Tiongkok.



D. Manfaat penelitian
Manfaat penelitian dalam penulisan skripsi ini terdiri dari 2 kategori manfaat

yaitu; yang bersifat teoritis dan yang bersifat praktis.

1. Manfaat Teoritis
Diharapkan dapat memberikan pemahaman akan adanya prinsip-prinsip yang
harus ditaati dalam hubungan diplomatic yang dilaksanakan antar negara
sesuai dengan Konvensi Wina 1961 dan 1963 dan dapat menjadi bahan
referensi, sumber informasi, dan sumbangan pemikiran baru dalam
mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum di
bidang penyelesaian masalah secara diplomatic terkait penyalahgunaan visa

kunjungan oleh warga negara asing Tiongkok.

2. Manfaat Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kajian bagi praktisi hukum
internasional terutama dalam bidang hukum diplomatic karena dalam
hubungan diplomatic yang dilaksanakan oleh negara-negara harus mengikuti
prinsip hubungan diplomatic yang ada dan diakui secara internasional

terhadap pelanggaran yang dilakukan terhadap prinsip hubungan diplomatic.



E. Ruang Lingkup

Diplomacy, the art and practice of conducting negotiations between national
governments.'® Tujuan dari diplomasi adalah melindungi dan memajukan
kepentingan nasional. Politik luar negeri bertujuan untuk memajukan dan melindungi
kepentingan negara. Setiap bangsa memiliki hak untuk menentukan sendiri sikapnya
terhadap bangsa lain, dan harus menentukan arah tindakan yang diambil dan dicapai
dalam urusan internasional. Fungsi utama dari politik luar negeri, yaitu mengambil
keputusan mengenai hubungan luar negeri, maka tugas utama diplomasi adalah untuk
melaksanakan dengan tepat dan efektif. Agar pembahasan skripsi ini tidak
menyimpang dari permasalahan dan judul, maka akan lebih baik dibatasi ruang
lingkup pembahasannya pada penyelesaian masalah yuridis terkait penyelesaian
secara diplomatic penyalahgunaan visa kunjungan yang dilakukan oleh warga negara

asing (Tiongkok) di Indonesia.

F. Kerangka Konseptual

1. Konsep Diplomatik Settlement

Cara-cara penyelesaian sengketa internasional melalui mekanisme diplomatic
yaitu melalui; negosiasi, pencarian fakta, jasa-jasa baik, mediasi, konsiliasi, arbitrase,

dan pengadilan internasional.®

18 Bryan A. Garner, - Editor In Chief, Black Law. (Dallas, Texas: LawProse, Inc 2009), him
524.

1% Huala Adolf, Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional, (Jakarta: Sinar Grafika,
2004), him19.



Penyelesaian sengketa melalui negoisasi merupakan langkah awal yang diambil
manakala para pihak bersengketa. Negosiasi antar negara dapat dilakukan melalui
“saluran diplomatic normal”, yaitu masing-masing pejabat urusan luar negeri, atau
oleh wakil-wakil diplomatic. Negosiasi secara umum diartikan dengan pertemuan
langsung antara pihak-pihak (wakil-wakil) yang bersengketa dalam suatu pertemuan
guna membahas atau membicarakan masalah yang bersengketa dalam suatu
pertemuan guna membahas atau membicarakan masalah yang disengketakan, dalam
rangka mencari atau mencapai kesepakatan tentang masalah yang disengketakan.

Negosiasi dalam pelaksanaannya memiliki dua bentuk utama, yaitu bilateral dan
multilateral dan dapat dilangsungkan melalui saluran diplomatic pada konferensi
internasional atau dalam suatu lembaga atau organisasi internasional.?! Tujuan
negosiasi tidak selalu harus dan secara khusus menyelesaikan suatu sengketa yang
terjadi, tapi suatu perundingan yang berhasil dapat mencegah atau meminimalisir

keadaan sengketa yang berpotensial.

2. Konsep Warga Negara Asing
Pada Pasal 1 Ayat 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Keimigrasian menyebutkan bahwa orang asing adalah orang yang bukan warga

negara Indonesia.

20 Usmawadi - Syahmin AK, Hukum Penyelesaian Sengketa, (Palembang: UnsriPress
2012), him 6.
2L Adolf, Op. Cit.



Warga Negara Indonesia secara umum adalah orang yang dinyatakan oleh

Undang-Undang sebagai warga negara Indonesia yang diberikan kartu tanda

penduduk (KTP), biasanya orang-orang yang tinggal di wilayah negara Indonesia,

walaupun tidak tinggal di wilayah Indonesia tetapi masih ada pernyataan yang resmi

dari pihak pemerintah Indonesia sebagai penduduk negara Indonesia.

Warga Negara Indonesia pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia adalah:

a)

b)

d)

Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau
berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia adalah negara lain
sebelum Undang-Undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara
Indonesia;

Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu
Warga Negara Indonesia;

Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga
Negara Indonesia dan ibu warga negara asing;

Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara
asing dan ibu Warga Negara Indonesia;

Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara
Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum
negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak

tersebut;



9)

h)

)

k)

Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah
ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga
Negara Indonesia;

Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga
Negara Indonesia;

Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga
negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia
sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut
berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin;

Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu
lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya;

Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik
Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui;

Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan
ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui
keberadaannya;

Anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari
seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari
negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan

kepada anak yang bersangkutan;



m) Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan
kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia
sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia. 2
Warga negara asing (Tiongkok) adalah warga negara asing yang
berkewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok. Berdasarkan data dari Ditjen
Imigrasi Indonesia, kunjungan wisata warga negara Tiongkok selama tahun 2016
berjumlah 1.329.857 orang. Angka itu diperkirakan 15,60 persen dari warga asing
yang masuk ke Indonesia selama tahun 2016, angka ini tercatat sampai tanggal

18 Desember 2016 lalu.?

3. Konsep Visa
“Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Visa adalah keterangan
tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di perwakilan Republik
Indonesia atau ditempat lain yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia
yang memuat persetujuan bagi orang asing untuk melakukan perjalanan kewilayah
Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian izin tinggal” yang diatur pada Pasal 1
ayat 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, visa terdiri atas:?*

22 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia.

3 Rendra Saputra, Sudah 1,3 Juta Warga China Masuk ke Indonesia, dalam
http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/861203-sudah-1-3-juta-warga-china-masuk-ke-indonesia,
diakses pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2016 pukul 1.19 WIB.

24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.



http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/861203-sudah-1-3-juta-warga-china-masuk-ke-indonesia

Visa Diplomatic
Pada Pasal 35 mengatur bahwa visa diplomatic diberikan kepada orang
Asing pemegang Paspor diplomatic dan paspor lain untuk masuk Wilayah

Indonesia guna melaksanakan tugas yang bersifat diplomatic.

Visa Dinas

Pasal 36 mengatur bahwa visa dinas diberikan kepada Orang Asing
pemegang Paspor dinas dan paspor lain yang akan melakukan perjalanan
ke Wilayah Indonesia dalam rangka melaksanakan tugas resmi yang tidak
bersifat diplomatic dari pemerintah asing yang bersangkutan atau

organisasi internasional.

Visa Kunjungan

Pasal 38 mengatur bahwa visa kunjungan diberikan kepada Orang Asing
yang akan melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dalam rangka
kunjungan tugas pemerintahan, pendidikan, sosial budaya, pariwisata,
bisnis, keluarga, jurnalistik, atau singgah untuk meneruskan perjalanan ke

negara lain.

Visa Tinggal Terbatas
Menurut Pasal 39 menjabarkan bahwa visa tinggal terbatas diberikan

kepada Orang Asing yang;



a. Sebagai rohaniawan, tenaga ahli, pekerja, peneliti, pelajar, investor,
lanjut usia, dan keluarganya, serta Orang Asing yang kawin secara sah
dengan warga negara Indonesia, yang akan melakukan perjalanan ke
Wilayah Indonesia untuk bertempat tinggal dalam jangka waktu yang
terbatas; atau

b. Dalam rangka bergabung untuk bekerja di atas kapal, alat apung, atau
instalasi yang beroperasi di wilayah perairan nusantara laut territorial,
landas kontinen, dan / atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Pada Pasal 40 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 mengatur bahwa;

1) Pemberian Visa kunjungan dan visa tinggal terbatas merupakan
kewenangan Menteri.

2) Visa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dan
ditandatangani oleh Pejabat Imigrasi di Perwakilan Republik
Indonesia di luar negeri.

3) Dalam hal Perwakilan Republik Indonesia belum ada Pejabat Imigrasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemberian Visa kunjungan dan
Visa tinggal terbatas dilaksanakan oleh pejabat dinas luar negeri.

4) Pejabat dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

berwenang memberikan Visa setelah memperoleh Keputusan Menteri.



G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian
Penulisan skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif sebab dalam
penelitian ini akan dicari tahu bagaimana hukum internasional dan hukum nasional
mengatur mengenai penyelesaian sengketa terkait penyalahgunaan Visa warga negara
asing di Indonesia. Meneliti bahan-bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum
primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.?®
Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut :

1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang akan Penulis lakukan adalah penelitian hukum
normatif atau kepustakaan. Penelitian hukum normatif ini akan mencari tahu
bagaimana hukum internasional dan hukum nasional mengatur mengenai
penyelesaian sengketa terkait penyalahgunaan Visa kunjungan oleh Warga
Negara Asing (Tiongkok) di Indonesia. Penelitian hukum normatif yang
diteliti adalah bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum

primer, sekunder dan tersier.

% Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika 2009), him 23.



2. Jenis Sumber Bahan

Penulis menggunakan jenis dan sumber penelitian data sekunder yang

terdiri bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum

tersier;

a. Bahan hukum Primer adalah mempunyai bahan hukum yang

mempunyai otoritas (autoritatif).?® Bahan hukum ini terdiri atas data-

data resmi yang dikeluarkan oleh lembaga negara nasional maupun

internasional dalam bentuk perjanjian, konvensi, traktat, dsb. Bahan

hukum primer yang digunakan diantaranya;

Konvensi Wina 1961 tentang Hukum Diplomatik;

Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler;
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan
Luar,;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan
Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang

Keimigrasian.

b. Bahan hukum Sekunder adalah semua publikasi tentang hukum

yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi Bahan hukum

26 1bid, hlm 55.



sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu?’; buku-buku teks
yang membicarakan suatu permasalahan hukum, termasuk skripsi,
tesis, dan disertai hukum; kamus-kamus hukum serta jurnal-jurnal
hukum; dan komentar-komentar atas putusan hakim.

c. Bahan hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan
petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan
sekunder seperti kamus, ensiklopedi, majalah, koran dan sumber-

sumber hukum lainnya yang terkait.

2. Pendekatan Penelitian
Dalam penulisan ini terdapat beberapa pendekatan, antara lain;

a. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach), vyaitu
penelitian terhadap produk-produk hukum. Penelitian ini dilakukan
untuk menelaah undang-undang, konvensi maupun regulasi yang
berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti.?®

b. Pendekatan Kasus (Case Approach), yaitu pendekatan ini dilakukan
dengan pendekatan ini membantu penulis memahami ratio decidendi,
yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai

kepada putusannya dengan memperhatikan fakta materiel.?°

2 1bid, him 54.

28 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), him
136.

29 |bid, him. 166.



c. Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach), pendekatan ini
merupakan suatu pendekatan yang bertolak dari beberapa doktrin dan

pandangan yang ada dan berkembang di dalam ilmu hukum.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
literatur. Metode ini melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan
perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, koran, berita, majalah,
dan hasil penelitian, yang berkaitan dengan penyelesaian diplomatic dalam
penyalahgunaan visa kunjungan oleh warga negara Tiongkok. Bahan-bahan penulisan
ini diperoleh dari perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, website-
website dari instansi yang berkaitan seperti website Kementerian Luar Negeri, dan

berita-berita yang berkaitan.

4. Metode Analisis Data
Berdasarkan sifat penelitian ini yang digunakan metode penelitian bersifat
deskriptif analitis dan analisis data, yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif
terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur
hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi
atau makna aturan hukum vyang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan

permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.>® Dalam hal ini Penyelesaian secara

30 Zainuddin Ali, Op. Ci., 107.



Diplomatik terkait Warga Negara Asing (Tiongkok) dalam penyalahgunaan Visa
Kunjungan, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Dalam arti lain bahwa

metode ini berusaha melihat realita kemudian disingkronkan dengan teks yang ada.

5. Penarikan Kesimpulan
Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, yaitu dengan cara
pengambilan kesimpulan yang bersifat khusus ke hal-hal bersifat umum. Hasil
kesimpulan analisis penelitian yang bersifat umum di hubungkan dengan

permasalahan untuk memperoleh kesimpulan yang menjawab permasalahan.
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